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sadar banyak sekali tantangan serta rintangan yang dihadapi selama proses 
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 Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada cinta pertama dan panutanku, 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini mendeskripsikan manajemen digital public relations DPRD Provinsi 

Sumatera Utara dalam menginformasikan kegiatan melalui Instagram 

@humasdprdsumut. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pemanfaatan 

media digital dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik serta komunikasi 

yang efektif di era digital. Selain itu, penelitian mengenai manajemen digital 

public relations pada lembaga legislatif daerah masih terbatas, sehingga menjadi 

kebaruan penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan 

merupakan pihak Humas DPRD Sumatera Utara. Analisis data menggunakan 

model Miles dan Huberman. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen digital public relations telah 

dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan 

konten disusun berdasarkan agenda kegiatan, namun belum terstruktur secara 

strategis. Pelaksanaan dilakukan melalui konten foto, video, dan reels, tetapi 

komunikasi masih cenderung satu arah. Evaluasi dilakukan berdasarkan respon 

publik seperti like dan komentar, namun belum mendalam. 

Kesimpulannya, manajemen digital public relations DPRD Sumatera Utara telah 

berjalan, namun masih perlu peningkatan dalam perencanaan strategis, 

komunikasi dua arah, dan evaluasi sistematis. 

 

Kata Kunci: Digital Public Relations, Instagram, DPRD Sumatera Utara, 

Informasi Kegiatan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan digitalisasi semakin pesat, pemanfaatan media komunikasi 

digital mulai diberlakukan di setiap aspek kehidupan, termasuk juga dalam tata 

kelola humas pemerintah, dan media relations. Digitalisasi komunikasi mendorong 

organisasi publik untuk memanfaatkan media digital sebagai sarana utama dalam 

menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat, luas, dan interaktif 

(Faustyna & MM, 2022).  

 Perubahan ini menuntut institusi pemerintah untuk mengadaptasi strategi 

public relations konvensional ke arah digital public relations yang lebih responsif 

terhadap karakteristik media baru. Digital public relations merupakan bentuk 

pengelolaan komunikasi organisasi yang memanfaatkan platform digital dan media 

sosial untuk membangun hubungan, citra, serta kepercayaan publik secara 

berkelanjutan (Breakenridge, 2017). Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai 

alat penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang dialog antara organisasi dan 

publik yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah (Zaxrie, 2024). Oleh 

karena itu, pengelolaan digital public relations memerlukan perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi yang terstruktur agar pesan yang disampaikan sesuai 

dengan tujuan organisasi. Dalam konteks lembaga legislatif, keterbukaan informasi 

publik menjadi tuntutan utama dalam sistem pemerintahan demokratis. 
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 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan 

rakyat memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi terkait kegiatan, fungsi 

legislasi, anggaran, dan pengawasan kepada masyarakat (Rachmawati, 2019). 

Keterbukaan tersebut penting untuk meningkatkan partisipasi publik serta 

membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. 

 DPRD Provinsi Sumatera Utara melalui Bagian Humas memanfaatkan 

media sosial Instagram dengan akun @humasdprdsumut sebagai salah satu saluran 

utama dalam menyampaikan informasi kegiatan lembaga kepada publik. Instagram 

dipilih karena memiliki karakter visual yang kuat serta tingkat keterlibatan 

pengguna yang tinggi dibandingkan media sosial lainnya (Watajdid, 2021). Konten 

berupa foto, video, dan teks singkat memungkinkan penyampaian informasi yang 

lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Namun demikian, meskipun 

sejumlah studi telah mengeksplorasi penggunaan media sosial sebagai instrumen 

komunikasi organisasi publik dan pemerintahan di era digital, beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi digital public relations dalam konteks lembaga 

pemerintahan seringkali masih bersifat satu arah dan belum mencerminkan 

komunikasi dua arah yang efektif antara organisasi dan audiensnya (Kharisma & 

Kurniawan, 2023).  

 Misalnya, di lingkungan lembaga pemerintahan, terdapat temuan bahwa 

keterlibatan sosial media PR masih minimal dan hambatan kebijakan internal serta 

kapasitas pengelola turut mempengaruhi optimalisasi media sosial sebagai media 

PR (Aji et al., 2023). 
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 Selain itu, penelitian pada konteks pemerintahan daerah menunjukkan 

bahwa pengelolaan digital public relations umumnya berfokus pada strategi konten 

dan penyampaian informasi, namun kurang memperhatikan dimensi interaktivitas 

dan keterlibatan publik yang lebih luas (Teguh et al., 2025).  

 Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa masih sedikit kajian yang 

secara khusus menelaah manajemen digital public relations di lembaga legislatif 

daerah, seperti DPRD, termasuk bagaimana tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi praktik digital PR dijalankan melalui Instagram sebagai kanal utama 

penyampaian informasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting 

dilakukan untuk mengkaji bagaimana manajemen digital public relations DPRD 

Sumatera Utara dalam menginformasikan kegiatan melalui Instagram 

@humasdprdsumut, sehingga dapat memberikan gambaran empiris mengenai 

praktik pengelolaan komunikasi digital pada lembaga legislatif daerah. 

1.2 Pembatasan Masalah 

 Penelitian ini hanya berfokus pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi penyampaian informasi kegiatan DPRD, tanpa membahas aspek teknis 

desain grafis secara mendalam maupun efektivitas politik lembaga secara luas. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen digital public relations 

DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam menginformasikan kegiatan melalui 

Instagram @humasdprdsumut? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

manajemen digital public relations DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam 

menginformasikan kegiatan lembaga melalui media sosial Instagram 

@humasdprdsumut. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi: 

1. Aspek Teoritis, penelitian ini dapat menambah pemahaman dalam 

konteks public relations dan digital public relations pada lembaga 

pemerintahan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin 

mengkaji komunikasi digital sektor publik. 

2. Aspek Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi 

dan masukan bagi Bagian Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam 

meningkatkan pengelolaan digital public relations melalui media sosial, 

khususnya Instagram, agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat 

lebih efektif, transparan, dan akuntabel. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisikan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang 

masalah rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : URAIAN TEORITIS 

Bagian ini berisi uraian teori yang relevan dengan strategi Prokopim 
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Setda Kota Medan dalam mewujudkan current image melalui media 

sosial. Pada bab II ini juga akan disajikan anggapan dasar penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bagian ini mengungkapkan dan menguraikan bagaimana metode 

penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini, seperti 

jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi 

penelitian, informan/narasumber, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data, Lokasi dan waktu penelitian, serta deskripsi singkat 

mengenai objek penelitian. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini berisi uraian dan penjabaran analisis hasil data riset 

penelitian dan pembahasan. 

BAB V :  PENUTUP 

Bagian ini berisi tentang simpulan dan saran berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan. 
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BAB II  

URAIAN TEORITIS 

2.1 Manajemen 

2.1.1 Defenisi Manajemen 

 Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efisien (Robbins & Coulter, 2021). Pandangan serupa 

dikemukakan oleh Terry, (2018) yang menyatakan bahwa manajemen mencakup 

serangkaian kegiatan sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, serta pengawasan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

 Dalam konteks organisasi publik, manajemen tidak hanya berorientasi pada 

pencapaian target kerja, tetapi juga pada prinsip akuntabilitas, transparansi, serta 

pelayanan kepada masyarakat (Denhardt & Denhardt, 2015). Oleh karena itu, 

penerapan manajemen dalam lembaga legislatif seperti DPRD memiliki karakteristik 

tersendiri karena berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan proses 

demokrasi. 

2.1.2 Fungsi Manajemen 

 (Terry, 2018) Fungsi manajemen secara klasik dibagi ke dalam empat tahap 

utama, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan 

atau pengarahan (actuating/leading), serta pengawasan (controlling): 

1) Perencanaan (Planning) 
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 Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi serta penetapan 

langkah-langkah strategis untuk mencapainya (Robbins & Coulter, 2021). Dalam 

konteks digital public relations, perencanaan meliputi penentuan sasaran komunikasi, 

audiens utama, jenis konten digital, serta platform media sosial yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi kegiatan DPRD. 

2) Pengorganisasian (Organizing) 

 Pengorganisasian adalah proses pembagian tugas, wewenang, dan tanggung 

jawab di antara anggota organisasi agar tujuan dapat tercapai secara terkoordinasi 

(Daft, 2021). Dalam humas DPRD, pengorganisasian berkaitan dengan pembagian 

peran dalam tim media sosial, alur persetujuan konten, serta koordinasi antarbagian 

dalam penyampaian informasi kegiatan legislatif. 

3) Pelaksanaan atau Pengarahan (Leading) 

 Pelaksanaan merupakan kegiatan mengarahkan, memotivasi, serta 

mengoordinasikan anggota organisasi agar rencana yang telah ditetapkan dapat 

dijalankan secara optimal (Robbins & Coulter, 2021). Pada praktik digital PR, fungsi 

ini tampak dalam proses produksi konten, pengelolaan interaksi publik di Instagram, 

serta penerapan kebijakan komunikasi kelembagaan. 

4) Pengawasan (Controlling) 

 Pengawasan merupakan proses evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan serta 

perbandingan hasil dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Terry, 2018). 

Dalam pengelolaan Instagram DPRD, pengawasan dapat berupa penilaian terhadap 

keterlibatan audiens, kualitas penyampaian informasi, serta perbaikan strategi 

komunikasi digital berdasarkan respons masyarakat. 
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2.2 Digital 

 Istilah digital berasal dari konsep penggunaan teknologi berbasis angka dan 

informasi elektronik yang memungkinkan proses komunikasi, pertukaran pesan, 

dan penyampaian informasi dilakukan secara cepat, efisien, dan lintas batas 

geografis serta waktu (digital communication) (El-Astal & El-Youssef, 2025). 

Secara teoritis, digital merujuk pada transformasi komunikasi yang bergeser dari 

medium tradisional (cetakan, siaran, tatap muka langsung) kepada platform digital 

yang memanfaatkan jaringan internet, perangkat elektronik, dan media sosial 

sebagai sarana utama interaksi (El-Astal & El-Youssef, 2025; Ki et al., 2024). 

 Dalam kajian ilmu komunikasi, digital bukan sekadar media baru tetapi juga 

paradigma baru dalam praktik komunikasi yang mengintegrasikan tiga karakter 

mendasar: interaktivitas, aksesibilitas, dan kecepatan informasi (El-Astal & El-

Youssef, 2025). Interaktivitas memungkinkan pengguna menjadi partisipan aktif 

dalam pertukaran informasi, bukan hanya sebagai penerima pasif, sehingga 

menciptakan komunikasi dua arah yang real-time. Aksesibilitas menjamin pesan 

dapat diakses publik secara luas melalui perangkat digital seperti ponsel, tablet, atau 

komputer. Kecepatan informasi berarti pesan dapat disebarkan secara instan dan 

diperbarui secara berkala sesuai kebutuhan audiens atau perkembangan konteks. 

 Dalam konteks digital public relations, istilah digital merujuk pada penerapan 

praktik hubungan masyarakat yang memanfaatkan platform digital dan media sosial 

untuk membangun, mempertahankan, serta mengelola hubungan antara organisasi 

dengan publiknya melalui saluran digital (Nuruzzaman et al., 2024). Digital PR 

muncul sebagai respons terhadap kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan 
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perkembangan teknologi digital yang telah mengubah cara organisasi dan publik 

berkomunikasi, memperluas jangkauan pesan, serta memperkuat interaksi dengan 

audiens secara dinamis (digital iteration) (Ki et al., 2024). 

 Digital public relations melibatkan penggunaan teknologi digital untuk 

melakukan berbagai aktivitas komunikasi strategis seperti penyebaran informasi, 

manajemen reputasi, penanganan krisis, serta pemantauan respons publik melalui 

platform digital. Penggunaan Instagram, Facebook, YouTube, dan situs web 

merupakan bagian dari praktik digital PR yang memungkinkan organisasi tidak 

hanya menyampaikan pesan tetapi pula menerima feedback dan dialog langsung 

dengan audiens (Nuruzzaman et al., 2024). Dengan demikian, digital dalam digital 

public relations mencakup the use of digital platforms, technologies, and tools to 

facilitate communication, engagement, and reputation management di era 

komunikasi yang semakin terhubung secara virtual. 

 Penelitian tentang evolusi digital public relations juga menegaskan bahwa 

kemajuan teknologi digital memengaruhi praktik PR dengan cara memperluas 

saluran komunikasi, mempercepat tempo penyampaian pesan, serta menuntut 

keterampilan digital yang lebih tinggi dari praktisi PR (Eyun-Jung Ki et al., 2024). 

Digital ini mencakup penggunaan data analitik, SEO, serta pemanfaatan fitur-fitur 

interaktif pada media sosial untuk memahami pola komunikasi publik secara lebih 

mendalam (engagement analytics). Oleh karena itu, secara teoritis digital dalam 

konteks digital public relations tidak hanya berarti penggunaan alat digital semata, 

tetapi juga mencerminkan sebuah transformasi komunikasi organisasi yang 

terstruktur, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan publik era digital. 
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2.3 Public Relations 

 Public relations (PR) merupakan salah satu fungsi strategis dalam organisasi 

yang berperan dalam membangun, memelihara, dan mengelola hubungan antara 

organisasi dengan publiknya. Dalam perspektif klasik, public relations dipahami 

sebagai upaya terencana untuk menciptakan saling pengertian antara organisasi dan 

masyarakat melalui komunikasi yang sistematis dan berkesinambungan (Grunig & 

Hunt, 1984). Konsep ini kemudian berkembang seiring dengan meningkatnya 

kompleksitas organisasi modern serta tuntutan transparansi publik, terutama pada 

organisasi sektor publik dan pemerintahan. 

 Dalam kajian kontemporer, public relations tidak lagi dipandang sekadar 

sebagai kegiatan penyebaran informasi atau pencitraan, melainkan sebagai fungsi 

manajerial yang terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan organisasi. (Ki 

et al., (2024) menjelaskan bahwa public relations modern beroperasi sebagai bagian 

dari sistem komunikasi strategis organisasi yang menghubungkan kepentingan 

internal dengan ekspektasi publik eksternal melalui berbagai saluran komunikasi. 

Dengan demikian, PR berperan sebagai mediator antara organisasi dan publik untuk 

menciptakan hubungan jangka panjang yang berlandaskan kepercayaan (mutual 

understanding). 

 Public relations juga dipahami sebagai proses komunikasi dua arah yang 

menekankan dialog, keterbukaan, serta responsivitas terhadap kebutuhan 

masyarakat. Dalam pendekatan two-way communication, organisasi tidak hanya 

menyampaikan pesan kepada publik, tetapi juga menerima masukan, kritik, serta 

aspirasi yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan 
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komunikasi maupun kebijakan organisasi secara lebih luas (Grunig, 2009). 

Pendekatan ini sangat relevan bagi lembaga publik seperti DPRD yang memiliki 

kewajiban untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat serta menyediakan 

informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, definisi public 

relations turut mengalami perluasan. Penelitian mutakhir menegaskan bahwa fungsi 

PR kini mencakup pengelolaan reputasi, komunikasi krisis, keterlibatan publik 

(public engagement), serta penguatan legitimasi organisasi di ruang publik digital 

(Men & Bowen, 2023). Dalam konteks pemerintahan, public relations memiliki 

peran strategis dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, 

terutama melalui pemanfaatan platform digital dan media sosial sebagai sarana 

komunikasi kelembagaan. 

 Dalam literatur akademik terbaru, public relations juga didefinisikan 

sebagai praktik komunikasi strategis yang dirancang untuk menciptakan hubungan 

yang saling menguntungkan antara organisasi dan para pemangku kepentingannya 

(stakeholders). Hubungan ini dibangun melalui proses komunikasi yang terencana, 

konsisten, serta berorientasi pada kepentingan publik, bukan semata-mata 

kepentingan institusi (Ki et al., 2024). Oleh karena itu, public relations tidak hanya 

berfokus pada citra, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial dan legitimasi publik 

terhadap keberadaan organisasi.  

 Bagi lembaga legislatif seperti DPRD, public relations berfungsi sebagai 

jembatan komunikasi antara institusi dengan masyarakat dalam rangka 
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menyampaikan informasi kegiatan legislatif, kebijakan, serta proses pengambilan 

keputusan publik. Dalam kerangka ini, public relations menjadi instrumen penting 

dalam memperkuat hubungan demokratis antara wakil rakyat dan konstituennya 

melalui penyediaan informasi yang akurat, terbuka, dan mudah diakses (Men & 

Bowen, 2023). Dengan demikian, secara teoretis public relations dapat dipahami 

sebagai fungsi manajerial strategis yang mengelola komunikasi organisasi untuk 

membangun hubungan berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan publik, serta 

memastikan transparansi dalam penyelenggaraan organisasi publik. 

2.4 Digital Public Relations 

 Digital Public Relations merupakan perkembangan dari praktik Public 

Relations tradisional yang memanfaatkan teknologi digital dan internet sebagai 

media utama dalam membangun komunikasi antara organisasi dengan publiknya. 

Transformasi ini terjadi seiring dengan kemajuan teknologi yang mengubah pola 

komunikasi menjadi lebih cepat, interaktif, dan berbasis data (Lisnawati et al., 

2024). Digital PR tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga 

pada penciptaan hubungan yang berkelanjutan melalui platform digital seperti 

website, media sosial, email, dan berbagai kanal online lainnya sehingga 

memungkinkan organisasi menjangkau audiens secara lebih luas dan real-time (Lee 

& Setyanto, 2024). 

 Dalam praktiknya, Digital Public Relations memiliki karakteristik yang 

membedakannya dari PR konvensional, yaitu komunikasi yang bersifat interaktif 

atau dua arah, di mana publik dapat memberikan respon secara langsung melalui 

berbagai platform digital, serta kemampuan penyampaian informasi secara real-
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time tanpa batasan ruang dan waktu. Selain itu, Digital PR juga bersifat data-driven 

karena setiap aktivitas komunikasi dapat diukur menggunakan berbagai indikator 

seperti engagement, reach, dan impressions, sehingga memudahkan evaluasi 

strategi komunikasi secara objektif (Nurhidayah et al., 2025). Jangkauan yang luas 

juga menjadi ciri utama Digital PR karena media digital memungkinkan 

penyebaran informasi secara global dengan efisiensi yang tinggi. 

 Digital Public Relations memiliki peran strategis dalam organisasi modern, 

terutama dalam membangun dan mempertahankan reputasi, mengelola komunikasi 

dengan publik, meningkatkan brand awareness, serta menciptakan engagement 

dengan audiens. Hal ini menunjukkan bahwa Digital PR tidak hanya berfungsi 

sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai bagian penting dari strategi organisasi 

dalam menghadapi dinamika komunikasi di era digital (Septiyani, 2024). 

 Untuk mendukung pelaksanaannya, Digital PR memanfaatkan berbagai 

media dan tools digital seperti website organisasi, media sosial (Instagram, TikTok, 

Twitter/X, Facebook), email marketing, search engine (SEO dan SEM), serta 

kegiatan digital seperti webinar. Pemanfaatan berbagai platform ini memungkinkan 

organisasi menyampaikan pesan secara lebih terintegrasi dan strategis dalam 

membangun citra positif di mata publik (Romadhan et al., 2024). 

 Strategi dalam Digital Public Relations mencakup beberapa pendekatan 

utama, yaitu pembuatan konten yang relevan dan menarik (content strategy), 

membangun interaksi aktif dengan audiens melalui media sosial (engagement), 

optimalisasi mesin pencari (SEO), serta kerja sama dengan influencer dan media 
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digital untuk memperluas jangkauan komunikasi. Strategi tersebut menegaskan 

bahwa Digital PR berorientasi pada hubungan jangka panjang dengan publik 

melalui pendekatan yang lebih personal dan terukur (Lee & Setyanto, 2024). 

 Dibandingkan dengan Public Relations tradisional, Digital PR memiliki 

berbagai keunggulan seperti efisiensi biaya, jangkauan yang lebih luas, kecepatan 

dalam penyampaian informasi, serta kemudahan dalam melakukan evaluasi kinerja 

komunikasi. Namun demikian, Digital PR juga menghadapi berbagai tantangan 

seperti penyebaran informasi negatif yang cepat, tingginya persaingan konten, 

perubahan algoritma media sosial, serta isu etika dan kepercayaan publik. Oleh 

karena itu, praktisi PR dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan 

teknologi serta memiliki strategi komunikasi yang tepat dalam mengelola hubungan 

dengan publik (Adhipratama & Ernungtyas, 2025). 

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Digital Public 

Relations merupakan transformasi penting dalam praktik hubungan masyarakat 

yang menekankan pada penggunaan teknologi digital untuk menciptakan 

komunikasi yang interaktif, efektif, dan berbasis data. Keberhasilan Digital PR 

sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam mengelola strategi 

komunikasi digital secara terintegrasi serta membangun hubungan yang 

berkelanjutan dengan publik di era digital. 

2.5  Manajemen Digital Public Relations 

 Manajemen Digital Public Relations merupakan pengembangan dari konsep 

public relations tradisional yang beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital. 

Digitalisasi dalam komunikasi organisasi didefinisikan sebagai integrasi 
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menyeluruh teknologi digital dalam proses komunikasi antara organisasi dan 

publiknya, yang melibatkan penggunaan platform seperti media sosial, website, dan 

blog (Zaxrie, 2024). 

 Secara konseptual, manajemen digital public relations dapat dipahami 

sebagai proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan hubungan 

masyarakat yang memanfaatkan media digital untuk membangun hubungan, 

reputasi, serta komunikasi dua arah dengan publik. Transformasi ini tidak hanya 

mengubah media komunikasi, tetapi juga mengubah cara organisasi berinteraksi 

dengan publik secara lebih interaktif, cepat, dan transparan (Saad & Ahmad, 2024). 

 Dalam konteks organisasi modern, digital public relations tidak lagi sekadar 

menyampaikan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai pengelola reputasi digital 

dan hubungan partisipatif dengan publik melalui interaksi langsung di media sosial 

(Wardhani, 2025). 

2.6 Informasi Kegiatan Lembaga Legislatif 

 Dalam kajian komunikasi publik dan administrasi pemerintahan, informasi 

dipahami sebagai pesan yang telah diolah, disusun, dan disampaikan secara 

sistematis sehingga memiliki makna bagi penerimanya serta dapat digunakan 

sebagai dasar pemahaman maupun pengambilan keputusan (McQuail, 2018). 

Dalam konteks lembaga negara, informasi memiliki kedudukan strategis karena 

menjadi sarana utama untuk mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta 

partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan demokratis (Meijer et al., 2019). 
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 Informasi kegiatan lembaga legislatif secara konseptual merujuk pada 

seluruh bentuk pesan, data, maupun dokumentasi yang berkaitan dengan aktivitas 

kelembagaan parlemen, baik yang mencakup fungsi legislasi, penganggaran, 

maupun pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Kegiatan tersebut 

meliputi rapat paripurna, pembahasan rancangan peraturan daerah, kunjungan 

kerja, reses anggota dewan, serta kegiatan seremonial atau kemasyarakatan yang 

memiliki implikasi publik (Meijer et al., 2019). Informasi mengenai aktivitas 

tersebut bukan sekadar laporan administratif, melainkan bagian dari komunikasi 

politik dan komunikasi publik yang memungkinkan masyarakat mengetahui, 

menilai, serta merespons kinerja wakil rakyatnya. 

 Dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern (open government), 

penyediaan informasi kegiatan lembaga legislatif dipandang sebagai kewajiban 

normatif sekaligus strategis untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap 

institusi negara (Ruijer & Meijer, 2020). Informasi yang terbuka dan mudah diakses 

diyakini dapat meningkatkan legitimasi lembaga legislatif serta mendorong 

keterlibatan warga dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, kualitas informasi 

kegiatan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan data, tetapi juga oleh kejelasan 

pesan, ketepatan waktu, serta kemampuan informasi tersebut dipahami oleh 

masyarakat luas. 

 Seiring berkembangnya teknologi komunikasi digital, penyebaran 

informasi kegiatan lembaga legislatif tidak lagi terbatas pada saluran konvensional 

seperti laporan tertulis atau konferensi pers, melainkan juga memanfaatkan 

platform digital dan media sosial sebagai medium komunikasi publik. Penelitian 
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mutakhir menunjukkan bahwa parlemen dan lembaga legislatif di berbagai negara 

semakin memanfaatkan media digital untuk menyampaikan agenda kerja, hasil 

sidang, serta aktivitas anggota legislatif kepada publik secara lebih cepat dan 

interaktif (Leston-Bandeira & Thompson, 2022).  

 Dalam konteks ini, informasi kegiatan legislatif menjadi bagian dari strategi 

komunikasi institusional yang dirancang untuk menjangkau audiens luas dan 

memperkuat hubungan antara parlemen dengan masyarakat. Lebih lanjut, informasi 

kegiatan lembaga legislatif juga dipahami sebagai instrumen pendidikan politik 

(civic education) karena membantu masyarakat memahami proses legislasi, fungsi 

representasi, serta peran parlemen dalam sistem demokrasi (Leston-Bandeira & 

Thompson, 2022).  

2.6 Media Sosial 

 Media sosial merupakan sebuah media yang diakses secara Online atau 

terhubung dengan jaringan internet. Dimana para penggunanya terkoneksi, berbagi, 

dapat terhubung, menyebarkan dan menciptakan pesan atau informasi hingga dapat 

membuat satu dengan lainnya berkomunikasi secara interaktif tanpa harus berada 

di tempat yang sama atau bertemu secara langsung. Sosial media merupakan satu 

set baru komunikasi dan alat kolaborasi yang memungkinkan banyak jenis interaksi 

yang sebelumnya tidak tersedia untuk orang biasa (Hidayat et al., 2023). 

 Media sosial hari ini menjadi bagian tak terpisahkan dalam penyampaian 

pesan politik. Media sosial menjadi alat, media, wadah, atau sarana dalam 

menyampaikan pesan. Nimmo (2011) mengatakan bahwa saluran komunikasi 

politik itu lebih dari sekedar titik sambungan, akan tetapi terdiri atas pengertian 
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bersama tentang siapa dapat berbicara kepada siapa, mengenai apa, dalam keadaan 

bagaimana, serta sejauh mana dapat dipercaya.  

 Media sosial menjadi salah satu sumber kekuatan besar dalam melakukan 

penyebaran informasi, meskipun informasi yang tersajikan belum memiliki tingkat 

akurasi kebenaran karena cenderung tidak dilakukan konfirmasi terhadap berita 

atau peristiwa yang akan disajikan. Sehingga informasi yang disampaikan melalui 

media sosial memungkinkan untuk disampaikan dalam upaya memberikan 

informasi palsu maupun melakukan kampanye negatif terhadap lawan politik 

(Anshori, 2019). Media sosial berbeda dengan media massa tradisional karena 

memberikan ruang partisipatif bagi publik untuk terlibat secara langsung dalam 

komunikasi (Zaxrie, 2024). 

 Menurut Kaplan dan Haenlein (2010), media sosial memiliki karakteristik 

seperti: User-generated content (konten yang dibuat pengguna), Interaktivitas 

tinggi, Jaringan sosial sebagai struktur komunikasi, dan Kemampuan berbagi 

konten secara real-time. Dalam praktik digital public relations, media sosial 

menjadi arena strategis karena memungkinkan organisasi mengelola pesan, 

merespons publik, serta membangun citra secara real time (Mahda et al., 2025). 

Menurut Wright dan Hinson (2017), media sosial meningkatkan kemampuan 

organisasi untuk mendeteksi opini publik, mengelola krisis komunikasi, dan 

menciptakan hubungan lebih personal dengan audiens. 

 Instagram merupakan media sosial berbasis visual yang memungkinkan 

pengguna berbagi foto dan video secara online (Sheldon & Bryant, 2016). Akun 
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Instagram @humasdprdsumut memiliki 10,1K followers dengan 1.881 postingan 

dan 199 following. Instagram memiliki karakteristik kuat berupa konten visual dan 

fitur interaktif seperti stories, reels, hashtag, dan direct message, yang 

memungkinkan organisasi menyampaikan pesan secara lebih menarik dan 

kontekstual. Menurut Hu, Manikonda, dan Kambhampati (2014), konten visual di 

media sosial meningkatkan daya tarik dan keterlibatan pengguna dibandingkan teks 

semata. Instagram, dengan orientasi visualnya, memudahkan organisasi pemerintah 

untuk menyampaikan informasi kegiatan dalam bentuk yang mudah dipahami 

masyarakat luas. Selain itu, penelitian oleh Phua, Jin, dan Kim (2017) menunjukkan 

bahwa penggunaan fitur interaktif seperti komentar dan respons Stories dapat 

meningkatkan keterlibatan publik, yang penting untuk strategi digital public 

relations yang partisipatif. 

2.7 Two-Way Symmetrical Communication Theory (James E. Grunig) 

 Teori Two-Way Symmetrical Communication menjelaskan bahwa 

komunikasi organisasi yang ideal adalah komunikasi dua arah yang bersifat 

dialogis, saling memahami, dan berorientasi pada hubungan jangka panjang antara 

organisasi dan publiknya (Grunig & Hunt, 1984).  

 Dalam konteks penelitian ini, teori ini relevan karena DPRD sebagai 

lembaga publik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membuka ruang 

interaksi melalui komentar, likes, dan pesan di Instagram. Instagram 

memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara DPRD dan masyarakat. 



20 

 

 

 

Aktivitas pengelolaan akun @humasdprdsumut dapat dianalisis apakah sudah 

mencerminkan prinsip dialog dan keterbukaan informasi publik. 

2.8 Humas DPRD Sumut 

 Humas atau public relations dalam konteks lembaga legislatif seperti Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan fungsi strategis yang berperan 

dalam menjembatani komunikasi antara lembaga legislatif dengan publik termasuk 

masyarakat umum, pemangku kepentingan, dan media massa. Secara konseptual, 

humas DPRD adalah bagian dari sistem komunikasi kelembagaan yang 

bertanggung jawab untuk mengelola, menyampaikan, dan memfasilitasi informasi 

mengenai kegiatan, kebijakan, keputusan, serta fungsi legislatif yang dilaksanakan 

oleh DPRD (Nadhila et al., 2024; Havifi et al., 2023). 

 Menurut Nadhila et al. (2024), humas DPRD menjalankan peran penting 

sebagai penghubung antara lembaga legislatif dengan masyarakat melalui berbagai 

media komunikasi, termasuk media sosial seperti Instagram, sehingga publik dapat 

memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan up-to-date tentang aktivitas 

parlemen. Peran ini bukan sekadar menyampaikan pesan, tetapi juga menciptakan 

hubungan timbal balik yang mendukung pemahaman publik atas tugas DPRD yang 

mencakup fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. 

 Humas DPRD juga dipandang sebagai facilitator komunikasi publik karena 

tidak hanya menyampaikan informasi secara satu arah, tetapi juga menyediakan 

ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan melalui 

mekanisme komunikasi yang tersedia (Kiannur et al., 2024). Dalam hal ini, humas 

DPRD memainkan peran ganda: sebagai komunikator internal lembaga legislatif 
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dan intermediary eksternal yang menghubungkan DPRD dengan konstituen melalui 

kanal komunikasi yang efektif. 

 Lebih jauh, penelitian di beberapa DPRD menyatakan bahwa humas 

memiliki fungsi penting dalam menjaga citra positif lembaga legislatif (Sari, 2024) 

serta meningkatkan transparansi kelembagaan dan kepercayaan publik melalui 

penyampaian informasi yang efektif dan akuntabel. Peran ini menjadi semakin 

krusial dalam era digital karena publik memiliki ekspektasi lebih tinggi terhadap 

keterbukaan informasi dan respon yang responsif dari lembaga negara. 

 Dalam kajian ilmiah komunikasi kelembagaan, humas DPRD juga 

diposisikan sebagai agent of information and accountability, yang bertugas 

menerjemahkan proses legislatif yang kompleks menjadi komunikasi publik yang 

mudah dipahami, sehingga masyarakat dapat menilai kinerja legislatif secara 

informatif dan partisipatif. Hal ini relevan dengan tujuan demokrasi yang menuntut 

keterbukaan informasi dan hambatan minimal dalam akses publik terhadap data 

pemerintah. 

 Dengan demikian, humas DPRD dapat dirumuskan secara teoretis sebagai 

fungsi komunikasi kelembagaan yang strategis, tugasnya mencakup penyusunan, 

pengelolaan, dan penyampaian informasi tentang kegiatan legislatif kepada publik 

melalui berbagai saluran, termasuk media digital; serta fasilitasi komunikasi dua 

arah antara lembaga legislatif dengan masyarakat untuk mendukung transparansi, 

akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam sistem pemerintahan demokratis. 
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2.9 Anggapan Dasar 

 Penelitian ini berangkat dari anggapan bahwa manajemen digital public 

relations merupakan proses pengelolaan komunikasi organisasi melalui media 

digital yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam menyampaikan 

informasi kepada publik.  

 Pengelolaan digital public relations yang dilakukan oleh Bagian Humas 

DPRD Provinsi Sumatera Utara melalui Instagram @humasdprdsumut dipahami 

sebagai upaya institusional untuk menginformasikan kegiatan lembaga kepada 

masyarakat secara terbuka dan berkelanjutan, sehingga dapat dideskripsikan proses 

pelaksanaannya melalui pendekatan kualitatif deskriptif. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara 

sistematis dan faktual mengenai fenomena sosial yang diteliti berdasarkan data 

yang diperoleh di lapangan (Moleong, 2018). Pendekatan ini tidak dimaksudkan 

untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan antarvariabel, melainkan untuk 

memahami proses dan makna dari suatu aktivitas komunikasi. 

 Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini berfokus pada 

manajemen digital public relations DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam 

menginformasikan kegiatan melalui Instagram @humasdprdsumut, yang menuntut 

pemahaman mendalam terhadap praktik, strategi, dan pengalaman subjek penelitian 

(Sugiyono, 2019). 

3.2 Kerangka Konsep 

 Kerangka konsep dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai alat bantu 

berpikir untuk memetakan fokus penelitian, bukan sebagai model hubungan sebab–

akibat seperti pada penelitian kuantitatif (Moleong, 2018). Oleh karena itu, 

kerangka konsep dalam penelitian ini tidak memposisikan variabel bebas dan 

terikat, melainkan menunjukkan alur analisis penelitian. Penelitian ini memusatkan 

perhatian pada manajemen digital public relations, yang dipahami sebagai 

rangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi komunikasi digital yang 

dilakukan oleh Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara. Ketiga aspek tersebut 
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dianalisis dalam konteks penyampaian informasi kegiatan lembaga melalui 

Instagram @humasdprdsumut.  

Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah: 

Gambar 1. Kerangka Konsep 

 

 

Sumber: Olahan Peneliti 2025 

3.3 Defenisi Konsep 

 Konsep adalah kesepakatan bersama untuk menamai sesuatu dan alat 

intelektual untuk membantu berpikir dan memecahkan masalah. Dari pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu konsep mengandung atribut. Atribut adalah 

properti atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu konsep yang membedakan objek 

atau peristiwa atau proses dari objek, peristiwa, atau proses lainnya. Sifat dapat 

didasarkan pada fakta berupa informasi tertentu yang dapat dibuktikan dengan 

laporan seseorang atau pengamatan langsung (Penelitian et al., 2019). Adapun yang 

menjadi definisi konsep di kerangka konsep yang diuraikan di atas adalah: 

a. Manajemen Digital Public Relations 
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Manajemen Digital Public Relations merupakan pengembangan dari konsep public 

relations tradisional yang beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital. 

Digitalisasi dalam komunikasi organisasi didefinisikan sebagai integrasi 

menyeluruh teknologi digital dalam proses komunikasi antara organisasi dan 

publiknya, yang melibatkan penggunaan platform seperti media sosial, website, dan 

blog (Zaxrie, 2024). 

b. Media Sosial Instagram 

Instagram merupakan platform media sosial berbasis visual yang memungkinkan 

pengguna untuk berbagi foto, video, dan teks sebagai sarana komunikasi dan 

interaksi dengan publik (Zaxrie, 2024). 

c. Informasi Kegiatan DPRD 

Informasi kegiatan DPRD adalah segala bentuk pesan yang berkaitan dengan 

aktivitas, agenda, dan pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utara yang 

disampaikan kepada masyarakat. 

3.5 Kategorisasi Penelitian 

 Kategorisasi penelitian diartikan sebagai proses pengelompokkan data ke 

dalam kategori yang relevan berdasarkan karakteristik bersama. 

Tabel 3.1. Kategorisasi Penelitian 

No. Konsep Teoritis Indikator 

1. Manajemen Digital PR 

a. Perencanaan (Planning) 

b. Pengorganisasian (Organizing) 



26 

 

 

 

c. Pelaksanaan (Actuating) 

d. Pengawasan (Controlling) 

 

3.6 Informan atau Narasumber 

 Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive 

sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan 

tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Adapun informan 

dari penelitian ini yaitu Kepala Bagian atau staf Humas DPRD Provinsi Sumatera 

Utara, Pengelola akun Instagram @humasdprdsumut, sehingga memiliki banyak 

pengetahuan tentang proses penginformasian kegiatan yang dilakukan 

menggunakan media sosial Instagram. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data untuk memperoleh informasi yang akan menjadi hasil atau 

fakta pendukung penelitian (Alhamid & Anufia, 2019). Adapun teknik 

pengumpulan data yang yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

3.6.1 Wawancara (Interview) 

 Interview merupakan serangkaian data berupa tanya jawab antara peneliti 

dengan narasumber berupa informasi tentang masalah penelitian yang sedang 

diteliti. Dalam kegiatan interview dilakukan dengan terstruktur dan tidak 

terstruktur. Dalam sesi wawancara peneliti bebas menanyakan apa saja pertanyaan 

kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian (Sahir, 2021).  
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Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara secara 

semi-terstruktur kepada informan untuk memperoleh data terkait proses manajemen 

digital public relations DPRD Provinsi Sumatera Utara 

3.6.2 Observasi 

 Observasi adalah pemilihan dan pencatatan perilaku orang- orang di 

lingkungannya. Metode ini berguna untuk menghasilkan deskripsi mendalam 

tentang organisasi atau peristiwa, untuk memperoleh informasi yang tidak dapat 

diakses dan untuk melakukan penelitian Ketika metode lain tidak memadai. 

Observasi memupuk pemahaman yang mendalam dan kaya tentang fenomena, 

situasi dan perilaku subjek penelitian (Ramdhan & others, 2021). Penelitian ini akan 

menggunakan teknik Observasi dengan mengamati secara langsung konten dan 

aktivitas akun Instagram @humasdprdsumut. 

3.6.3 Dokumentasi 

 Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan metode 

pengumpulan data dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai dokumen 

tertulis, visual, maupun digital yang relevan dengan fokus penelitian, seperti arsip, 

laporan resmi, kebijakan, berita media, unggahan media sosial, foto, video, serta 

rekaman institusional lainnya (Sugiyono, 2022). Dalam Penelitian ini, peneliti juga 

akan mengumpulkan data melalui dokumentasi berupa tangkapan layar 

(screenshot), arsip unggahan Instagram, serta dokumen pendukung lainnya yang 

relevan dengan penelitian. 
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3.8 Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh 

mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil 

olah data, mengelompokan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data 

sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian (Sahir, 2021).  

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Jailani 

& others, 2023). Pada penelitian ini, digunakan teknik analisis data model Miles 

dan Huberman, yakni dengan:  

3.8.1 Pengumpulan Data (Data Collection) 

 Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik pengumpulan data 

yang telah dilakukan, yakni penggabungan dari berbagai jenis teknik pengumpulan 

data, baik wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi (Jailani & others, 

2023) 

3.8.2 Reduksi Data (Data Reduction) 

 Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting (Jailani & 

others, 2023) 
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3.8.3 Penyajian Data (Data Display) 

 Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan Kesimpulan dan pengambilan 

Tindakan. Penyajian data yang dimaksudkan dalam bentuk teks naratif, dan bisa 

disajikan dalam bentuk table, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian data dalam 

bentuk display, maka data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, 

sehingga akan semakin mudah dipahami (Jailani & others, 2023) 

3.8.4 Penarikan Kesimpulan (conclusion drawing atau verification) 

 Penarikan Kesimpulan atau verifikasi dilakukan selama penelitian 

berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan 

kesesuaiannya sehingga validasi tetap terjamin (Jailani & others, 2023). Penarikan 

kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan 

dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar 

dalam penelitian tersebut (Waruwu, 2024). 

Gambar 3.2 Prosedur dan Tahapan Penelitian Kualitatif 

 

Sumber: Model Miles & Huberman 
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3.9 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Adapun Lokasi yang akan digunakan pada pelaksanaan penelitian ini 

bertempat di Bagian atau staf Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara, Pengelola 

akun Instagram @humasdprdsumut, Kantor DPRD Sumut yang berlokasi di Jalan 

Imam Bonjol No.5, Petisah Tengah, Kec.Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera 

Utara, 20231. Kegiatan penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2026 sampai 

selesai. 

Gambar. 2 Peta Lokasi Penelitian 

 

Sumber: Google Maps 

 

Sumber: HMStimes.com 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Data Informan 

 Berdasarkan teknik pengumpulan data yang terdapat pada bagian metode 

penelitian, peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan 

dokumentasi. Pada tahap wawancara dilakukan dengan 4 orang informan yang 

dianggap memiliki pengalaman dan kompetensi terhadap objek penelitian. 

Informan yang diwawancarai tersebut merupakan pegawai yang sudah bekerja lebih 

dari setahun pengalaman kerja pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

(Prokopim) Setda Kota Medan.  

Tabel 4.1 Data Informan 

No Nama Usia Jabatan 
Keterangan 

Narasumber 

1. Sofyan  
Kasubbag Humas, 

Protokol dan Publikasi 
I 

2. Rehan  
Fotografer dan 

Videografer 
II 

3. Reynal  
Staff Humas/Admin 

Media Sosial 
III 

Sumber: Olahan Peneliti 2026 

4.1.2 Hasil Wawancara Informan 

 Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan proses tanya jawab secara 

tatap muka pertemuan antara peneliti dengan narasumber. Untuk melengkapi proses 

wawancara mendalam ini, peneliti mempersiapkan 24 pertanyaan untuk 

narasumber terkait. Dalam wawancara ini peneliti memilih pegawai yang terlibat 
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langsung dalam proses liputan, mengelola informasi, dokumentasi dan setiap 

postingan di media sosial, juga memiliki pengalaman kerja lebih dari setahun pada 

Bagian Humas, Protokol, dan Publikasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. 

 Kegiatan wawancara dimulai dengan perkenalan terlebih dahulu dan 

menyampaikan maksud dan fokus dari penelitian yang akan dilakukan. Dalam 

wawancara ini, narasumber diminta menjawab dengan persepsi mereka dan 

keadaan sesungguhnya tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada tiga orang 

narasumber terkait apakah humas DPRD Sumut menggunakan media sosial 

dalam penyebarluasan informasi, dan apa saja jenis media sosial yang 

digunakan, dalam hal ini narasumber II, menyatakan: 

“Jadi disini, menggunakan media sosial selain ig kita ada website kemudian 

ada Kerjasama dengan radio, facebook pun juga ada” jelas narasumber II 

 

Narasumber I yang menjabat sebagai Kasubbag Humas, Protokol dan Publikasi 

membenarkan bahwa DPRD Sumut memiliki beberapa jenis media sosial yang 

digunakan untuk penyebarluasan informasi. Narasumber III juga menyampaikan 

hal yang sama terkait media sosial yang digunakan oleh DPRD Sumut dalam 

menyebarluaskan informasi:  

“Benar humas DPRD Sumut menyebarkan informasi dan berita melalui 

media sosial, kita menggunakan Instagram, facebook, tiktok, youtube, dan 

ada juga website” ujar narasumber I. 

“Tentu saja, kita menggunakan media sosial, seperti facebook, Instagram, 

website dalam penyebarluasan informasi” terang narasumber III. 
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 Pernyataan yang dibuat oleh Informan I, II, dan III, mengacu pada 

pernyataan yang membenarkan bahwa humas DPRD sumut menggunakan 

beberapa jenis media sosial dalam penyebarluasan informasi, seperti Instagram, 

facebook, website, youtube dan bahkan didukung lagi oleh pernyataan narasumber 

II yang menyampaikan bahwa humas DPRD sumut juga menggunakan website 

sebagai alat penyebarluasan informasi. 

 Kemudian peneliti memberikan pertanyaan terkait sejak kapan DPRD 

sumut menggunakan Instagram sebagai media penyampaian informasi, lalu 

mengapa humas DPRD sumut lebih aktif dalam menggunkan akun media sosial 

Instagram @humasdprdsumut dalam menginformasikan kegiatan dari pada media 

sosial lainnya. Dalam hal ini narasumber I, memberikan pernyataannya: 

“Semenjak keterbukaan informasi untuk publik. Nah, jadi memang sesuai 

petunjuk pemerintah pusat agar semua pemerintahan provinsi dan 

kabupaten itu harus menyampaikan informasi dan kegiatan secara terbuka.” 

ujar narasumber I. 

“Yah, Instagram itukan sekarang inikan booming ya. Kalau dulu yang 

boomingkan facebook jadi beralihlah yang lebih update itu di Instagram. 

Disamping dia realtime informasinya ya kita bisa liat ekspresi marah 

ataupun kurang senang, tingkat minat masyarakat itu juga tinggi.” 

sambungnya lagi. 

 Narasumber II dan III juga menyampaikan hal yang tidak jauh berbeda 

dengan pernyataan dari narasumber I: 

“Sejak maret 2019 ya, Instagram itu jadi media utama kami untuk 

menyampaikan kegiatan DPRD, karena lebih cepat dan mudah dijangkau 

masyarakat” ujar narasumber II  

“Sejak bulan maret 2019 kemarin, karena kecepatan dari media sosial 

instagram yang dapat menyebarluaskan informasi secara cepat dengan 

jangkauan yang lebih luas, salah satu alasannya lagi karena sudah banyak 
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yang menjadi pengguna media sosial di zaman sekarang” ujar narasumber 

III. 

 Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa perencanaan komunikasi 

digital dilakukan dengan mengacu pada agenda kegiatan DPRD. 

Narasumber 1 menyatakan: 

“Biasanya kami sudah punya rencana kegiatan dari agenda DPRD, jadi dari 

situ kami tentukan mana yang akan dipublikasikan.” 

 

 Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan konten bersifat mengikuti 

kegiatan yang telah dijadwalkan oleh DPRD. Selain itu, perencanaan juga 

melibatkan tim humas dalam menentukan jenis konten yang akan dipublikasikan. 

 Narasumber I menambahkan: 

“Konten juga disesuaikan sama kegiatan yang lagi berlangsung, jadi 

sifatnya fleksibel.” 

 Dengan demikian, perencanaan komunikasi digital PR di DPRD Sumut 

bersifat situasional dan menyesuaikan dengan dinamika kegiatan lembaga. Pada 

tahap pelaksanaan, Humas DPRD Sumut melakukan proses produksi konten mulai 

dari dokumentasi kegiatan hingga publikasi di Instagram. 

 Narasumber II menyatakan: 

“Kalau prosesnya, kami dokumentasi dulu kegiatannya, setelah itu dibuat 

caption, baru diupload. Jenis konten yang digunakan meliputi foto, video, 

dan reels, yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi.” 

Narasumber III mengatakan: 

“Kami sering pakai foto dan video, kadang juga reels supaya lebih 

menarik.” 

 Selain itu, interaksi dengan masyarakat juga menjadi bagian dari 

pelaksanaan komunikasi digital. 
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Narasumber I menyampaikan: 

“Kalau ada pertanyaan penting biasanya kami respon, tapi memang belum 

semua bisa ditanggapi secara langsung.” 

 Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan masih cenderung 

satu arah, meskipun sudah terdapat upaya interaksi dengan publik. 

Evaluasi dilakukan dengan melihat respon masyarakat terhadap konten yang 

diunggah. 

Narasumber I menyatakan: 

“Evaluasi biasanya kami lihat dari respon masyarakat, seperti like, 

komentar, dan jangkauan postingan.” 

Narasumber II menambahkan: 

“Dari situ kami lihat konten mana yang lebih menarik dan bisa diperbaiki 

ke depannya.” 

 Selain itu, terdapat kendala dalam pengelolaan Instagram, seperti 

keterbatasan waktu dan sumber daya manusia. 

 Narasumber III menyatakan: 

“Kendalanya kadang di waktu, karena kegiatan DPRD banyak dan harus 

cepat diposting.” 

 

4.2 Pembahasan 

 Perencanaan yang dilakukan oleh Humas DPRD Sumut menunjukkan 

bahwa kegiatan komunikasi digital telah disusun berdasarkan agenda kelembagaan. 

Hal ini sejalan dengan konsep manajemen yang menyatakan bahwa perencanaan 

merupakan tahap awal dalam menentukan tujuan dan strategi komunikasi. 
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Namun, perencanaan yang bersifat fleksibel menunjukkan bahwa belum terdapat 

perencanaan konten yang terstruktur secara jangka panjang, sehingga masih 

bergantung pada kegiatan yang berlangsung. 

 Pelaksanaan digital public relations di DPRD Sumut menunjukkan bahwa 

proses komunikasi telah memanfaatkan media sosial secara aktif. Penggunaan foto, 

video, dan reels menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan dengan 

karakteristik media Instagram. Namun, dari sisi komunikasi, interaksi dengan 

masyarakat masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa praktik komunikasi masih 

cenderung satu arah, dan belum sepenuhnya menerapkan konsep two-way 

communication dalam public relations. 

 Evaluasi yang dilakukan oleh Humas DPRD Sumut sudah memanfaatkan 

indikator digital seperti jumlah like dan komentar. Hal ini menunjukkan adanya 

kesadaran terhadap pentingnya umpan balik publik.Namun, evaluasi masih bersifat 

sederhana dan belum menggunakan analisis yang lebih mendalam, seperti analisis 

engagement atau strategi peningkatan interaksi. 

 Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa: Manajemen digital PR 

DPRD Sumut telah berjalan dengan baik secara operasional, Perencanaan masih 

bersifat fleksibel dan belum terstruktur secara strategis, Pelaksanaan sudah 

memanfaatkan media digital, tetapi komunikasi masih dominan satu arah. Evaluasi 

dilakukan, namun masih sederhana. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai Manajemen Digital Public Relations 

DPRD Sumut dalam Menginformasikan Kegiatan Melalui Instagram 

@humasdprdsumut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan komunikasi digital 

yang dilakukan oleh Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara telah berjalan melalui 

tahapan manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

 Pada tahap perencanaan, Humas DPRD Sumut telah menyusun kegiatan 

komunikasi berdasarkan agenda kelembagaan DPRD. Perencanaan konten 

dilakukan dengan menyesuaikan kegiatan yang sedang berlangsung, meskipun 

masih bersifat fleksibel dan belum sepenuhnya terstruktur dalam bentuk 

perencanaan jangka panjang yang sistematis. 

 Pada tahap pelaksanaan, Humas DPRD Sumut telah memanfaatkan media 

sosial Instagram sebagai sarana penyampaian informasi kegiatan secara aktif. 

Konten yang disajikan berupa foto, video, dan reels yang bertujuan untuk menarik 

perhatian masyarakat. Namun, dalam praktiknya, komunikasi yang dilakukan 

masih cenderung satu arah, meskipun terdapat upaya interaksi melalui komentar 

dan pesan. 

 Pada tahap evaluasi, Humas DPRD Sumut telah melakukan penilaian 

terhadap konten yang diunggah dengan melihat respon publik, seperti jumlah like, 

komentar, dan jangkauan. Evaluasi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan 
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dalam perbaikan konten selanjutnya, meskipun masih dilakukan secara sederhana 

dan belum menggunakan analisis yang lebih mendalam. 

 Secara keseluruhan, manajemen digital public relations DPRD Sumut 

dalam menginformasikan kegiatan melalui Instagram telah berjalan, namun masih 

memerlukan penguatan terutama dalam hal perencanaan yang lebih strategis, 

peningkatan interaksi dengan publik, serta pengembangan evaluasi yang lebih 

sistematis. 

5.2 Saran 

1. Humas DPRD Sumut disarankan menyusun perencanaan konten Instagram 

secara lebih terstruktur. 

2. Perlu meningkatkan interaksi dengan masyarakat melalui fitur media sosial. 

3. Evaluasi pengelolaan Instagram perlu dilakukan secara lebih sistematis. 
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